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ABSTRACT 

Indonesia is a mega - biodiversity country with genetic resources richness  

and most of the times are associated with traditional knowledge. The loss of 

biodiversity and commercialization of genetic resources and associated 

traditional knowledge have been causing great concern, especially when 

Intellectual Property Rights are applied to claim monopoly.  The conquest for a 

intersection between Indonesia’s international obligation as WTO state member 

and TRIPs parties and  the national interest regarding the souvereignity has 

become a high level urgency to set up a fair and equitable protection between two 

important issues : Traditional Knowledge and Intellectual Property. 

Internationally, Genetic Resources and Traditional Knowledge issues have 

been a tension between the predominantly northen hemisphere, industrialized 

nations and the predominantly southern hemisphere, financially poorer but 

biologically diverse nations. Developed countries for centuries have been 

exploited the Genetic Resources and Traditional Knowledge of developing 

countries through Bioprospecting for financial reward and excessive monopoly 

rights and in the process have caused significant destruction, in return such 

patented products arising from bioprospecting have been sold back to the 

developing countries at unaffordable prices. 

Genetic Resources and Traditional Knowledge do not fit with conventional 

Intellectual Property regime under TRIPs, as it is a communal collective rights 

rather than private individual rights, therefore sui generis system with 

custodianship based on national souvereignity is far more appropriate system to 

protect Genetic Resources and Traditional Knowledge. This system mainly 

depends on the synergy between government action and community participation 

and they are entitled to participate at all levels of decision making concerning the 

use and exploitation of Genetic Resources and Traditional Knowledge. 

 In international scope, the cooperation and reciprocity of good faith are 

fundamental in providing a certainty that the use and exploitation of Genetic 

Resources and Traditional Knowledge are conduct with prior informed consent, 

fair and equitable benefit sharing and disclosure of origin in a mutually agreed 

terms. 
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ABSTRAK 

 

Indonesia adalah negara mega – biodiversity dengan kekayaan berupa 

Sumber Gaya Genetik yang pemanfaatannya dari waktu ke waktu selalu terkait 

dengan Pengetahuan Tradisional. Komersialisasi atas Sumber Daya Genetik dan 

Pengetahuan Tradisional telah menimbulkan perhatian khusus, terutama ketika 

rezim Hak Kekayaan Intelektual diterapkan untuk memperoleh hak monopoli. 

Pencarian  titik temu antara pemenuhan kewajiban internasional Indonesia sebagai 

negara anggota WTO dan peratifikasi TRIPs Agreeement  dengan kepentingan dan 

kedaulatan nasional telah muncul dengan tingkat urgensi yang tinggi agar dapat 

dibentuk suatu perlindungan yang adil dan memadai terhadap dua isu penting 

yaitu Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual. 

Dalam fora internasional, isu mengenai perlindungan Sumber Daya 

Genetik Pengetahuan Tradisional telah menjadi sumber ketegangan antara kubu  

utara yang terdiri dari negara –negara industrialis kaya dengan  kubu selatan yang 

beranggotakan negara – negara miskin dan berkembang namun kaya akan potensi 

Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Selama berabad – abad 

negara maju telah banyak mengeksploitasi Sumber Daya Genetik dan 

Pengetahuan Tradisional negara – negara berkembang  melalui kegiatan 

Bioprospeksi untuk keuntungan finansial dan hak monopoli yang pada prosesnya 

berdampak kepada kerusakan lingkungan, ditambah lagi produk  hasil kegiatan 

Bioprospeksi terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang 

telah dipatenkan dijual kembali ke negara miskin dan berkembang dengan harga 

yang sangat tinggi. 

Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional tidak sesuai untuk 

dilindungi dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual konvensional dibawah rezim 

TRIPs dikarenakan sifat hak nya yang kolektif – komunal dan bukan privat – 

individual, oleh karena itu sistem perindungan sui generis dengan metode 

pengampuan oleh negara berdasarkan kedaulatan nasional lebih sesuai untuk 

melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Sistem ini 

bertumpu pada sinergi antara aksi pemerintah dengan partisipasi komunitas 

dimana mereka terlibat dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan mengenai 

izin penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan 

Tradisional. 
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Dalam hubungan internasional, kerjasama dan itikad baik timbal balik dari 

para pihak merupakan persyaratan yang fundamental untuk memastikan bahwa 

penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional 

dilakukan dengan persetujuan atas dasar informasi awal, pembagian keuntungan 

dan manfaat yang adil dan layak serta pengungkapan asal usul dari Sumber Daya 

Genetik dan Pengetahuan Tradisional tersebut yang tertuang dalam suatu 

kesepakatan bersama. 

 

Kata Kunci: 

Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, 

Kedaulatan Nasional dan Kesepakatan Bersama. 
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